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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan sosial yang hingga kini masih 

menjadi tantangan serius bagi pembangunan nasional. Kemiskinan tidak hanya 

berdampak pada keterbatasan akses ekonomi, tetapi juga mempengaruhi aspek 

sosial, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

(Fatimawati, 2022). Sebagai fenomena multidimensional, kemiskinan meliputi 

berbagai aspek kehidupan manusia yang saling berkaitan dan memerlukan 

pendekatan holistik dalam penanggulangannya. Kemiskinan bukan hanya persoalan 

keterbatasan pendapatan atau konsumsi, melainkan juga mencakup 

ketidakmampuan dalam mengakses pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, 

air bersih, sanitasi, serta ketidakberdayaan dalam berpartisipasi dalam proses 

pembangunan. 

Pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai program penanggulangan 

kemiskinan sejak era Orde Baru hingga saat ini, mulai dari program subsidi, 

bantuan pangan, hingga bantuan sosial tunai. Program-program tersebut mengalami 

berbagai transformasi seiring dengan perubahan paradigma pembangunan dan 

kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada era Orde Baru, program penanggulangan 

kemiskinan lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi dengan harapan efek trickle 

down akan menjangkau masyarakat miskin. Namun, pendekatan ini dinilai kurang 

efektif karena tidak menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat miskin. 

Memasuki era reformasi, pendekatan penanggulangan kemiskinan mulai 

bergeser ke arah yang lebih langsung dan partisipatif. Salah satu program yang 

paling menonjol adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bertujuan membantu 

pemberdayaan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar serta 

mengurangi beban akibat krisis ekonomi (Supriadi et al., 2021). Program BLT 

pertama kali diluncurkan pada tahun 2005 sebagai kompensasi atas kenaikan harga 

bahan bakar minyak (BBM) yang memberatkan masyarakat, khususnya kelompok 

miskin dan rentan miskin. 

Konsep BLT sebagai instrumen perlindungan sosial didasarkan pada 

pemahaman bahwa masyarakat miskin memerlukan bantuan langsung yang dapat 

segera dirasakan dampaknya. Program ini dirancang untuk memberikan transfer 

tunai kepada rumah tangga miskin tanpa persyaratan tertentu (unconditional cash 

transfer), sehingga penerima memiliki fleksibilitas dalam menggunakan bantuan 

sesuai dengan prioritas kebutuhan mereka. Pendekatan ini dipilih karena dianggap 

lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan bantuan dalam bentuk natura atau 

program padat karya yang memerlukan infrastruktur dan biaya administrasi yang 

besar. 



Seiring dengan perkembangan zaman, program BLT mengalami berbagai 

evolusi dan penyesuaian. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, 

program ini diperluas cakupannya dan disesuaikan dengan kondisi krisis global 

yang terjadi pada tahun 2008-2009. Kemudian, pada era pemerintahan Joko 

Widodo, program BLT diintegrasikan dengan berbagai program bantuan sosial 

lainnya dalam kerangka sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif. 

Program ini kemudian berkembang menjadi berbagai varian seperti Program 

Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan berbagai program 

bantuan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. 

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kapasitas individu 

dan kelompok untuk mandiri dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Proses ini 

tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga 

pada penguatan akses terhadap sumber daya dan kesempatan yang adil. Dengan 

adanya pemberdayaan, masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan sendiri. Pemberdayaan 

berperan penting dalam menciptakan kesadaran kritis sehingga masyarakat dapat 

mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi permasalahan dihadapi. Program 

pemberdayaan yang efektif umumnya bersifat partisipatif, berkelanjutan, serta 

menekankan pada kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat itu sendiri 

(Pakpahan et al., 2024). 

Konsep pemberdayaan masyarakat telah mengalami perkembangan yang 

signifikan dalam konteks pembangunan sosial. Pemberdayaan tidak hanya 

dipahami sebagai proses peningkatan kemampuan teknis atau keterampilan, tetapi 

lebih luas sebagai proses transformasi sosial yang memungkinkan masyarakat 

untuk mengambil kontrol atas kehidupan mereka. Dalam konteks ini, 

pemberdayaan melibatkan tiga dimensi utama: dimensi personal (peningkatan 

kemampuan individu), dimensi interpersonal (peningkatan kemampuan untuk 

mempengaruhi orang lain), dan dimensi politik (peningkatan kemampuan untuk 

mempengaruhi struktur kekuasaan dan kebijakan). 

Pemberdayaan masyarakat juga mencakup aspek psikologis yang penting, yaitu 

peningkatan rasa percaya diri, harga diri, dan efikasi diri masyarakat. Aspek ini 

sangat krusial karena kemiskinan seringkali disertai dengan perasaan tidak berdaya, 

putus asa, dan rendah diri yang dapat menghambat upaya masyarakat untuk keluar 

dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, program pemberdayaan yang efektif 

harus mampu mengatasi tidak hanya aspek material kemiskinan, tetapi juga aspek 

psikososial yang menyertainya. 

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat miskin, BLT memiliki potensi 

sebagai katalisator proses pemberdayaan. Bantuan tunai dapat memberikan ruang 

bagi masyarakat miskin untuk melakukan investasi dalam bidang pendidikan, 

kesehatan, atau usaha produktif yang pada gilirannya dapat meningkatkan kapasitas 

mereka untuk keluar dari kemiskinan. Namun, potensi ini dapat terealisasi hanya 

jika program BLT dirancang dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan 

aspek pemberdayaan, bukan hanya sebagai bantuan konsumtif semata. 



Secara statistik, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, namun 

jumlahnya masih signifikan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 

(Susenas) Maret 2025, tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 8,47%, mengalami 

penurunan dari 8,57% pada September 2024. Jumlah penduduk miskin juga 

berkurang menjadi 23,85 juta orang. Meskipun ada penurunan dari tahun 

sebelumnya, angka tersebut tetap menunjukkan kerentanan sosial ekonomi yang 

tinggi. Penurunan tingkat kemiskinan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam 

upaya penanggulangan kemiskinan, namun masih diperlukan upaya yang lebih 

sistematis dan berkelanjutan untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan 

(Sustainable Development Goals) yang menargetkan pengentasan kemiskinan 

ekstrem pada tahun 2030. 

Analisis lebih mendalam terhadap data kemiskinan Indonesia menunjukkan 

adanya variasi yang signifikan antar wilayah, kelompok umur, dan sektor 

pekerjaan. Kemiskinan di Indonesia masih didominasi oleh kemiskinan pedesaan, 

meskipun kemiskinan perkotaan juga menunjukkan tren peningkatan. Selain itu, 

kemiskinan juga memiliki karakteristik yang berbeda antara wilayah Jawa-Bali 

dengan kawasan Indonesia Timur, di mana kawasan Indonesia Timur umumnya 

memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dan kedalaman kemiskinan yang 

lebih dalam. 

Profil kemiskinan Indonesia juga menunjukkan bahwa sebagian besar 

penduduk miskin bekerja di sektor informal dengan produktivitas dan upah yang 

rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah kemiskinan tidak hanya terkait 

dengan ketiadaan pekerjaan, tetapi juga kualitas pekerjaan yang rendah. Oleh 

karena itu, program penanggulangan kemiskinan perlu mempertimbangkan aspek 

peningkatan produktivitas dan kualitas pekerjaan, bukan hanya pemberian bantuan 

konsumtif. 

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan 

berada di atas rata-rata nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), 

jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung mencapai 941,23 ribu jiwa atau 

10,69% dari total penduduk. Angka ini menunjukkan bahwa Lampung masih 

memiliki tantangan besar dalam penanggulangan kemiskinan. Tingginya tingkat 

kemiskinan di Lampung dapat dikaitkan dengan berbagai faktor struktural, antara 

lain ketergantungan pada sektor pertanian dengan produktivitas rendah, terbatasnya 

akses terhadap modal dan teknologi, serta lemahnya infrastruktur ekonomi di 

berbagai daerah. 

Karakteristik geografis Provinsi Lampung yang sebagian besar terdiri dari 

daerah perdesaan dengan basis ekonomi pertanian memberikan konteks khusus 

dalam memahami dinamika kemiskinan di wilayah ini. Sektor pertanian yang 

menjadi tumpuan ekonomi sebagian besar masyarakat Lampung menghadapi 

berbagai tantangan, seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, degradasi 

lahan, dan keterbatasan akses terhadap teknologi modern. Kondisi ini menyebabkan 

pendapatan petani menjadi tidak stabil dan seringkali tidak mencukupi untuk 

memenuhi kebutuhan hidup yang layak. 



Selain itu, Provinsi Lampung juga menghadapi tantangan dalam hal kualitas 

sumber daya manusia. Tingkat pendidikan masyarakat Lampung, khususnya di 

daerah pedesaan, masih relatif rendah yang berdampak pada terbatasnya akses 

terhadap pekerjaan dengan upah yang memadai. Rendahnya kualitas sumber daya 

manusia ini juga berimplikasi pada kemampuan masyarakat untuk mengadopsi 

teknologi baru dan mengembangkan usaha produktif yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan mereka. 

Kota Bandar Lampung, sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat 

perekonomian, memiliki 83,88 ribu jiwa penduduk miskin dengan persentase 

7,68%, sementara Kota Metro tercatat 12,07 ribu jiwa atau 6,78% penduduk miskin. 

Meskipun persentase ini lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi, tingginya 

biaya hidup di perkotaan menimbulkan persoalan urban poverty yang cukup 

kompleks. Kemiskinan perkotaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

kemiskinan pedesaan, di mana masyarakat miskin perkotaan umumnya 

menghadapi tantangan seperti tingginya biaya hidup, keterbatasan akses terhadap 

perumahan yang layak, dan persaingan yang ketat dalam pasar kerja. 

Fenomena kemiskinan perkotaan di Bandar Lampung dan Metro juga terkait 

dengan proses urbanisasi yang tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja 

yang memadai. Banyak pendatang dari daerah pedesaan yang bermigrasi ke kota 

dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik, namun 

karena keterbatasan keterampilan dan pendidikan, mereka seringkali terjebak dalam 

pekerjaan informal dengan upah rendah dan tanpa jaminan sosial. 

Selain itu, perbedaan tingkat kemiskinan antar daerah di Lampung juga sangat 

tajam. Kabupaten Lampung Utara memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dengan 

16,92%, sementara Kabupaten Tulang Bawang Barat relatif lebih rendah dengan 

7,22%. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketimpangan kesejahteraan antar 

wilayah, yang menuntut kebijakan bantuan sosial seperti BLT untuk disesuaikan 

dengan kondisi lokal. Disparitas antar wilayah ini mencerminkan adanya perbedaan 

dalam hal akses terhadap sumber daya ekonomi, infrastruktur, dan peluang 

ekonomi. 

Kabupaten Lampung Utara yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi 

umumnya merupakan daerah dengan karakteristik geografis yang kurang 

menguntungkan, aksesibilitas yang terbatas, dan basis ekonomi yang masih sangat 

bergantung pada sektor pertanian subsisten. Kondisi infrastruktur yang kurang 

memadai menyebabkan biaya transaksi ekonomi menjadi tinggi, sehingga 

menghambat perkembangan aktivitas ekonomi produktif. Di sisi lain, daerah seperti 

Tulang Bawang Barat yang memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah umumnya 

memiliki akses yang lebih baik terhadap pasar, infrastruktur transportasi, dan 

diversifikasi ekonomi. 

Data indeks kedalaman kemiskinan (P1) Lampung tahun 2024 sebesar 1,53 dan 

indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,33 menegaskan bahwa kemiskinan di 

Provinsi Lampung tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk miskin, tetapi 



juga tingkat kerentanan dan kesenjangan antar rumah tangga (BPS, 2024). Indeks 

kedalaman kemiskinan yang relatif rendah menunjukkan bahwa sebagian besar 

penduduk miskin berada tidak terlalu jauh dari garis kemiskinan, sehingga dengan 

intervensi yang tepat, mereka dapat keluar dari kemiskinan. Namun, indeks 

keparahan kemiskinan yang masih ada menunjukkan adanya kelompok masyarakat 

yang mengalami kemiskinan yang sangat dalam dan memerlukan perhatian khusus. 

Analisis terhadap dimensi kemiskinan di Provinsi Lampung juga perlu 

mempertimbangkan aspek non-income poverty, seperti akses terhadap pendidikan, 

kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan. Data menunjukkan bahwa meskipun 

tingkat kemiskinan berdasarkan pendapatan menunjukkan perbaikan, masih 

terdapat kesenjangan yang signifikan dalam hal akses terhadap pelayanan dasar. 

Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan perlu 

mengadopsi pendekatan multidimensional yang tidak hanya fokus pada 

peningkatan pendapatan, tetapi juga perbaikan akses terhadap pelayanan dasar. 

Sejumlah penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa implementasi BLT masih 

menghadapi berbagai persoalan. Penelitian Supriadi et al. (2021) di Lampung 

mengungkap bahwa kebijakan bantuan tunai belum berjalan optimal karena 

lemahnya mekanisme distribusi, keterbatasan transparansi, serta akurasi data 

penerima. Kondisi ini menimbulkan potensi terjadinya ketidaktepatan sasaran, di 

mana sebagian masyarakat miskin tidak terdata sementara penerima yang tidak 

berhak justru mendapatkan bantuan. Selain itu, lemahnya pengawasan di tingkat 

lokal juga memperburuk efektivitas penyaluran sehingga menimbulkan 

ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Meskipun demikian, bantuan ini tetap 

memberikan dampak positif dalam meringankan beban ekonomi masyarakat 

penerima. 

Permasalahan dalam implementasi BLT yang diidentifikasi oleh Supriadi et al. 

(2021) mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program 

bantuan sosial di Indonesia secara umum. Lemahnya sistem informasi dan basis 

data penerima bantuan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan 

ketidaktepatan sasaran. Sistem basis data yang ada seringkali tidak ter-update 

secara berkala, sehingga tidak mampu menangkap perubahan dinamis kondisi 

sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, keterbatasan kapasitas aparatur di tingkat 

daerah dalam melakukan verifikasi dan validasi data juga berkontribusi terhadap 

permasalahan ini. 

Aspek transparansi dalam implementasi BLT juga menjadi perhatian penting. 

Kurangnya transparansi dalam proses penentuan penerima, mekanisme penyaluran, 

dan penggunaan anggaran menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap 

program ini. Transparansi bukan hanya penting untuk mencegah terjadinya korupsi 

dan penyalahgunaan, tetapi juga untuk membangun legitimasi dan dukungan 

masyarakat terhadap program bantuan sosial. 

Temuan dari Kumala et al. (2024) di Bandar Lampung menegaskan bahwa 

penyaluran BLT masih belum efektif karena pemerintah menggunakan data lama, 



sehingga banyak keluarga miskin tidak mendapatkan bantuan. Selain itu, penelitian 

tersebut juga menemukan adanya tumpang tindih penerima, di mana beberapa 

keluarga mampu tetap terdaftar sebagai penerima manfaat. Kondisi ini 

menunjukkan lemahnya sistem verifikasi dan validasi data penerima bantuan di 

tingkat daerah. Bahkan, dalam beberapa kasus, distribusi BLT dipengaruhi oleh 

faktor non-ekonomi seperti kedekatan sosial dan politik. Akibatnya, efektivitas BLT 

dalam mengurangi kemiskinan menjadi rendah. Hasil ini menegaskan perlunya 

perbaikan mekanisme pendataan dan pengawasan agar program BLT benar-benar 

tepat sasaran. 

Penelitian Kumala et al. (2024) juga mengidentifikasi adanya permasalahan 

dalam hal koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam implementasi BLT. 

Koordinasi yang lemah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga 

pelaksana di lapangan menyebabkan informasi tidak tersalurkan dengan baik dan 

standar implementasi menjadi tidak seragam. Hal ini berdampak pada kualitas 

pelayanan yang diterima oleh masyarakat dan efektivitas program secara 

keseluruhan. 

Faktor politik lokal juga ditemukan mempengaruhi implementasi BLT di 

beberapa daerah. Politisasi program bantuan sosial dapat mengubah tujuan program 

dari penanggulangan kemiskinan menjadi alat untuk memperoleh dukungan politik. 

Kondisi ini tidak hanya mengurangi efektivitas program dalam mencapai tujuan 

aslinya, tetapi juga dapat menimbulkan perpecahan sosial di masyarakat. 

Temuan serupa juga terlihat di daerah lain. Pratama et al. (2024) dalam studi di 

Palembang menunjukkan bahwa implementasi BLT belum efektif karena 

rendahnya partisipasi politik masyarakat miskin, tidak terintegrasinya kelembagaan 

pelaksana, dan lemahnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. 

Kurangnya literasi masyarakat mengenai hak dan prosedur bantuan turut 

memperburuk kondisi ini, sehingga penerima tidak mampu mengawal jalannya 

program secara kritis. Di sisi lain, koordinasi antarinstansi pemerintah yang lemah 

membuat distribusi BLT berjalan lambat dan tidak merata. Hal ini memperlihatkan 

bahwa permasalahan BLT bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga terkait dengan 

aspek struktural dan tata kelola pemerintahan. 

Rendahnya partisipasi politik masyarakat miskin yang diidentifikasi oleh 

Pratama et al. (2024) mencerminkan kondisi marginalisasi politik yang seringkali 

dialami oleh kelompok miskin. Masyarakat miskin seringkali tidak memiliki akses 

dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Kondisi ini menyebabkan 

suara dan kebutuhan masyarakat miskin tidak terakomodasi dalam desain dan 

implementasi program bantuan sosial. 

Kurangnya literasi masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai penerima 

bantuan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas program BLT. 

Masyarakat yang tidak memahami hak dan prosedur bantuan cenderung menerima 

apa adanya kondisi yang ada, bahkan ketika terjadi penyimpangan atau 



ketidakadilan dalam implementasi program. Hal ini mengurangi fungsi kontrol 

sosial yang seharusnya dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap implementasi 

program pemerintah. 

Permasalahan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat juga perlu 

mendapat perhatian serius. Komunikasi yang efektif tidak hanya berkaitan dengan 

penyampaian informasi, tetapi juga mencakup proses dialog dan feedback yang 

memungkinkan perbaikan berkelanjutan dalam implementasi program. Lemahnya 

komunikasi ini dapat menyebabkan miskomunikasi, ketidakpahaman, dan 

resistensi masyarakat terhadap program bantuan sosial. 

Sementara itu, Fatimawati (2022) menyoroti bahwa BLT merupakan bagian dari 

strategi perlindungan sosial pemerintah yang sangat penting, tetapi tanpa penguatan 

aspek kelembagaan dan pemberdayaan, program ini cenderung bersifat jangka 

pendek dan tidak menyelesaikan akar masalah kemiskinan. Perspektif ini 

menekankan pentingnya mengintegrasikan program BLT dengan program 

pemberdayaan masyarakat yang lebih komprehensif. BLT seharusnya tidak 

dipandang sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai langkah awal dalam proses 

pemberdayaan yang lebih panjang. 

Kritik terhadap sifat jangka pendek program BLT menunjukkan perlunya 

pergeseran paradigma dari bantuan karitatif menuju investasi sosial. Program 

bantuan sosial yang efektif seharusnya tidak hanya memberikan bantuan konsumtif, 

tetapi juga memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penerima bantuan untuk 

mengembangkan kapasitas produktif mereka. Hal ini memerlukan integrasi antara 

program bantuan tunai dengan program pelatihan keterampilan, akses kredit mikro, 

pendampingan usaha, dan program pemberdayaan lainnya. 

Penguatan aspek kelembagaan juga menjadi kunci keberhasilan program BLT 

dalam jangka panjang. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam implementasi BLT 

perlu memiliki kapasitas yang memadai dalam hal sumber daya manusia, sistem 

informasi, dan mekanisme koordinasi. Selain itu, perlu juga dikembangkan 

lembaga-lembaga di tingkat masyarakat yang dapat mendukung proses 

pemberdayaan, seperti koperasi, kelompok usaha bersama, dan organisasi 

masyarakat sipil. 

Rela et al. (2024) menambahkan bahwa di era digital, pemberdayaan menuntut 

adanya akses informasi, partisipasi aktif, serta peningkatan kapasitas masyarakat 

melalui teknologi. Implementasi BLT seharusnya tidak hanya dipandang sebagai 

instrumen karitatif, tetapi juga harus diposisikan sebagai bagian dari strategi 

pemberdayaan, sehingga penerima bantuan dapat bertransformasi menjadi 

masyarakat yang mandiri dan produktif. Era digital memberikan peluang baru 

dalam hal efisiensi dan efektivitas implementasi program bantuan sosial, sekaligus 

membuka kemungkinan untuk mengintegrasikan program bantuan dengan platform 

digital yang dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan. 



Pemanfaatan teknologi digital dalam implementasi BLT dapat memberikan 

berbagai keuntungan, antara lain peningkatan akurasi data penerima, transparansi 

dalam penyaluran bantuan, kemudahan akses bagi masyarakat, dan efisiensi dalam 

administrasi program. Sistem informasi yang berbasis digital juga memungkinkan 

dilakukannya monitoring dan evaluasi secara real-time, sehingga permasalahan 

dalam implementasi dapat diidentifikasi dan diatasi secara cepat. 

Namun, pemanfaatan teknologi digital juga menghadapi tantangan, terutama 

terkait dengan kesenjangan digital (digital divide) yang masih terjadi di masyarakat. 

Masyarakat miskin, khususnya yang berada di daerah pedesaan dan terpencil, 

seringkali memiliki akses yang terbatas terhadap teknologi digital. Oleh karena itu, 

implementasi teknologi digital dalam program BLT perlu mempertimbangkan 

aspek inklusivitas dan aksesibilitas. 

Pemberdayaan masyarakat di era digital juga memerlukan pengembangan 

literasi digital masyarakat. Masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan dan 

keterampilan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif dan produktif. 

Literasi digital bukan hanya tentang kemampuan teknis menggunakan perangkat 

digital, tetapi juga kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan 

informasi digital untuk meningkatkan kualitas hidup. 

Konteks pemberdayaan masyarakat di era digital juga membuka peluang untuk 

mengembangkan model-model pemberdayaan yang inovatif. Misalnya, platform 

digital dapat digunakan untuk menghubungkan masyarakat miskin dengan pasar, 

menyediakan akses terhadap pelatihan online, atau memfasilitasi pembentukan 

jaringan dan kerjasama antar kelompok masyarakat. Teknologi digital juga 

memungkinkan dilakukannya monitoring dan evaluasi dampak program 

pemberdayaan secara lebih akurat dan komprehensif. 

Melihat berbagai persoalan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai 

implementasi dan dampak BLT masih sangat relevan, khususnya di Provinsi 

Lampung. Provinsi ini memiliki tingkat kemiskinan perkotaan yang tinggi serta 

kompleksitas sosial ekonomi yang berbeda dengan wilayah pedesaan. Penelitian ini 

diperlukan untuk menilai sejauh mana implementasi BLT sudah tepat sasaran, 

bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, serta apakah program 

ini mampu mendorong pemberdayaan masyarakat miskin. 

Relevansi kajian ini juga didukung oleh fakta bahwa Provinsi Lampung 

memiliki karakteristik yang unik dalam konteks kemiskinan dan pemberdayaan 

masyarakat. Sebagai provinsi dengan basis ekonomi pertanian yang kuat, Lampung 

menghadapi tantangan khusus dalam hal diversifikasi ekonomi dan peningkatan 

produktivitas sektor pertanian. Selain itu, posisi strategis Lampung sebagai pintu 

gerbang Sumatera dan kedekatan dengan Jakarta memberikan peluang sekaligus 

tantangan dalam pembangunan ekonomi. 

Kompleksitas sosial ekonomi di Provinsi Lampung juga tercermin dalam 

keragaman etnis dan budaya masyarakatnya. Lampung merupakan daerah tujuan 



transmigrasi yang memiliki masyarakat dengan latar belakang budaya yang 

beragam. Keragaman ini dapat menjadi aset dalam pembangunan, namun juga 

dapat menimbulkan tantangan dalam hal integrasi sosial dan pemerataan 

pembangunan. 

Kajian mengenai implementasi dan dampak BLT di Provinsi Lampung juga 

penting dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah daerah 

memiliki peran yang semakin penting dalam implementasi program bantuan sosial, 

sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap kapasitas dan kinerja pemerintah daerah 

dalam mengelola program ini. Hasil kajian ini dapat memberikan masukan bagi 

perbaikan kebijakan dan implementasi program bantuan sosial di tingkat daerah. 

Selain itu, kajian ini juga relevan dalam konteks pencapaian target Sustainable 

Development Goals (SDGs), khususnya SDG 1 tentang pengentasan kemiskinan 

dan SDG 10 tentang pengurangan ketimpangan. Indonesia memiliki komitmen 

untuk mencapai target-target SDGs pada tahun 2030, dan program bantuan sosial 

seperti BLT merupakan salah satu instrumen penting dalam mencapai target 

tersebut. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas program BLT menjadi 

penting untuk memastikan bahwa Indonesia dapat mencapai target SDGs yang telah 

ditetapkan. 

Dalam konteks yang lebih luas, kajian ini juga dapat memberikan kontribusi 

bagi pengembangan teori dan praktik pemberdayaan masyarakat di Indonesia. 

Indonesia sebagai negara berkembang dengan tingkat kemiskinan yang masih 

tinggi memiliki pengalaman yang berharga dalam implementasi program bantuan 

sosial. Pengalaman ini dapat menjadi pembelajaran bagi negara-negara berkembang 

lainnya yang menghadapi tantangan serupa. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini 

mengambil judul "Implementasi dan Dampak Program Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Lampung". Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai 

implementasi BLT di Provinsi Lampung, mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas program, serta memberikan rekomendasi untuk 

perbaikan implementasi program di masa mendatang. 

Urgensi penelitian ini juga didorong oleh dinamika perubahan sosial ekonomi 

yang terjadi pasca pandemi COVID-19. Pandemi telah mengubah lanskap 

kemiskinan dan kerentanan sosial di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. 

Program BLT yang sebelumnya berfokus pada kompensasi kenaikan harga BBM 

kemudian diperluas untuk mengatasi dampak ekonomi pandemi. Perubahan 

konteks ini memerlukan evaluasi ulang terhadap desain, implementasi, dan dampak 

program BLT. 

Pandemi COVID-19 telah memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya 

sistem perlindungan sosial yang adaptif dan responsif. Program bantuan sosial perlu 

memiliki kemampuan untuk merespon dengan cepat terhadap krisis dan perubahan 



kondisi sosial ekonomi. Hal ini menuntut adanya sistem informasi yang akurat dan 

terkini, mekanisme penyaluran yang fleksibel, dan koordinasi yang efektif antara 

berbagai tingkat pemerintahan. 

Selain itu, pandemi juga telah mempercepat transformasi digital di berbagai 

sektor, termasuk sektor bantuan sosial. Pemanfaatan teknologi digital dalam 

penyaluran bantuan sosial selama pandemi menunjukkan potensi besar untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas program. Namun, implementasi teknologi 

digital juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan 

inklusivitas program. 

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pandemi telah menunjukkan 

pentingnya resiliensi dan adaptabilitas masyarakat dalam menghadapi krisis. 

Program pemberdayaan masyarakat perlu dirancang tidak hanya untuk 

meningkatkan kesejahteraan dalam kondisi normal, tetapi juga untuk membangun 

ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai guncangan dan krisis yang 

mungkin terjadi di masa mendatang. 

Penelitian ini juga penting dalam konteks transisi demografi yang terjadi di 

Indonesia. Indonesia sedang mengalami bonus demografi dengan proporsi 

penduduk usia produktif yang tinggi. Bonus demografi ini dapat menjadi aset 

pembangunan jika dikelola dengan baik, namun dapat menjadi beban jika tidak 

dimanfaatkan secara optimal. Program bantuan sosial seperti BLT perlu dirancang 

dengan mempertimbangkan aspek investasi dalam sumber daya manusia, 

khususnya generasi muda. 

Aspek gender juga menjadi pertimbangan penting dalam implementasi program 

BLT. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perempuan seringkali 

menjadi kelompok yang paling rentan dalam situasi kemiskinan. Program BLT 

perlu mempertimbangkan kebutuhan dan tantangan khusus yang dihadapi oleh 

perempuan, serta memastikan bahwa program ini dapat memberikan dampak yang 

positif bagi pemberdayaan perempuan. 

Dimensi lingkungan juga tidak dapat diabaikan dalam kajian mengenai 

kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Perubahan iklim dan degradasi 

lingkungan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat 

miskin, khususnya yang bergantung pada sumber daya alam. Program 

pemberdayaan masyarakat perlu mengintegrasikan aspek keberlanjutan lingkungan 

untuk memastikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak mengorbankan 

kelestarian lingkungan. 

Provinsi Lampung sebagai daerah dengan basis ekonomi pertanian menghadapi 

tantangan khusus terkait dengan perubahan iklim dan degradasi lingkungan. 

Fenomena seperti El Nino dan La Nina dapat berdampak signifikan terhadap 

produktivitas pertanian dan kehidupan masyarakat petani. Program bantuan sosial 

dan pemberdayaan masyarakat perlu mempertimbangkan aspek mitigasi dan 

adaptasi terhadap perubahan iklim. 



Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, program BLT juga perlu 

dievaluasi dari perspektif triple bottom line: people, planet, dan profit. Aspek 

people berkaitan dengan dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat, 

aspek planet berkaitan dengan dampak terhadap lingkungan, dan aspek profit 

berkaitan dengan keberlanjutan ekonomi program. Evaluasi yang komprehensif 

perlu mempertimbangkan ketiga aspek ini secara seimbang. 

Penelitian ini juga memiliki relevansi dalam konteks good governance dan 

reformasi birokrasi. Implementasi program bantuan sosial merupakan salah satu 

indikator kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Evaluasi 

terhadap implementasi BLT dapat memberikan masukan bagi upaya reformasi 

birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Aspek akuntabilitas dan transparansi menjadi sangat penting dalam konteks 

good governance. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana program 

bantuan sosial diimplementasikan dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan 

mereka. Transparansi tidak hanya penting untuk mencegah korupsi, tetapi juga 

untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Partisipasi masyarakat juga merupakan elemen kunci dalam good governance. 

Program bantuan sosial yang efektif perlu melibatkan masyarakat tidak hanya 

sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai partner dalam perencanaan, 

implementasi, dan evaluasi program. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan 

relevansi program dengan kebutuhan masyarakat dan memperkuat ikatan 

emosional masyarakat terhadap program. 

Dalam konteks desentralisasi, penelitian ini juga dapat memberikan masukan 

bagi penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola program bantuan 

sosial. Desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah 

daerah, namun juga menuntut peningkatan kapasitas dan akuntabilitas. Evaluasi 

terhadap implementasi BLT di tingkat daerah dapat mengidentifikasi kebutuhan 

pengembangan kapasitas dan perbaikan sistem. 

Penelitian ini juga memiliki implikasi bagi pengembangan sistem monitoring 

dan evaluasi program bantuan sosial. Sistem monitoring dan evaluasi yang efektif 

perlu mampu menangkap tidak hanya output program (seperti jumlah penerima 

bantuan), tetapi juga outcome dan impact program (seperti perubahan tingkat 

kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat). Pengembangan indikator dan 

metodologi evaluasi yang tepat menjadi sangat penting. 

Aspek keberlanjutan program juga perlu mendapat perhatian khusus. Program 

bantuan sosial yang efektif perlu memiliki strategi berkelanjutan yang jelas, di 

mana penerima bantuan dapat bertransisi dari ketergantungan pada bantuan menuju 

kemandirian ekonomi. Hal ini memerlukan integrasi antara program bantuan tunai 

dengan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan akses 

terhadap modal usaha. 



Dalam konteks regional, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan kerjasama antar daerah dalam penanggulangan kemiskinan. 

Provinsi Lampung memiliki kedekatan geografis dan hubungan ekonomi yang erat 

dengan Jakarta dan provinsi-provinsi lain di Sumatera. Kerjasama antar daerah 

dapat memperkuat efektivitas program penanggulangan kemiskinan melalui 

sharing pengalaman, sumber daya, dan best practices. 

Dimensi inovasi juga menjadi aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Era 

digital dan perkembangan teknologi membuka peluang untuk mengembangkan 

inovasi dalam implementasi program bantuan sosial. Inovasi dapat berupa 

pemanfaatan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan platform 

digital untuk memfasilitasi akses masyarakat terhadap berbagai layanan. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tidak hanya bagi 

perbaikan implementasi program BLT di Provinsi Lampung, tetapi juga bagi 

pengembangan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia secara umum. 

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan di berbagai 

tingkat pemerintahan dalam merancang dan mengimplementasikan program 

bantuan sosial yang lebih efektif dan berkelanjutan. 

Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suara bagi masyarakat 

miskin dan rentan yang menjadi target program BLT. Seringkali, suara dan 

pengalaman masyarakat miskin tidak terakomodasi dalam evaluasi program 

pemerintah. Penelitian ini berkomitmen untuk memberikan ruang bagi masyarakat 

untuk menyampaikan pengalaman, kebutuhan, dan aspirasinya terkait dengan 

program bantuan sosial. 

Dengan demikian, penelitian mengenai "Implementasi dan Dampak Program 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi 

Lampung" memiliki relevansi dan urgensi yang tinggi, baik dari perspektif 

akademik maupun praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

yang signifikan bagi upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan 

masyarakat di Indonesia. 

 

 


